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ABSTRACT 

The Regional People's Representative Council (abbreviated as DPRD) is a regional 

people's representative institution domiciled as an element of regional government 

administration in a province/regency/city) in Indonesia. The DPRD was then regulated by law, 

most recently through Law Number 17 of 2014. The DPRD has 3 functions, namely: legislation, 

relating to the formation of regional regulations. Budget, authority in terms of regional 

budgets (APBD). In order to know about the functioning and mechanism of the DPRD's 

function, through this paper, we can find out how the DPRD's role is in preparing budget funds, 

especially the working visit budget funds. 
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ABSTRAK 

Dewann Perwakilann Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalahh lembaga 

perwakilann rakyat daerahh yang berkedudukann sebagai unsurr penyelenggara 

pemerintahann daerah dii provinsi/kabupaten/kota) diIndonesia.DPRD kemudian 

diaturrdengann undang-undang, terakhirr melaluii Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014.DPRD memilikii 3 fungsi, yaitu : legislasi, berkaitann dengan pembentukann peraturann 

daerah. Anggaran, kewenangann dalam hall anggaran daerahh (APBD). Agar mengetahui 

mengenai berjalannya dan mekanisme dari fungsi DPRD tersebut melalui tulisan ini kita bisa 

mengetahui bagaimana peran DPRD dalam menyusun dana anggaran khususnya dana 

anggara kunjungan kerja. 

Kata Kunci: DPRD Prov. Sumatera Utara, Peran, Anggaran Kunjungan Kerja 

 

       PENDAHULUAN 

DPRD atau kepanjangan dari Dewann Perwakilann Rakyatt Daerah 

merupakan lembagaa perwakilann rakyat indonesia yang bertaraf sebagaii 

unsur penyelenggaraa pemerintahann di provinsii atau kabupatenn dan kota. 
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Dewan Perwakilann Rakyatt Daerah Provinsii Sumateraa Utara, Propinsii 

Sumatera Utara pertamaa kalinyaa dibentukk padaa tanggall 15 April 1948 

berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1948, daerahhinii meliputii 

Keresidenann Aceh, Sumatera Timurr dann Tapanulii Utara. 

DPRD membentukk suatuu Badann Eksekutif, yangg terdirii dari 5 orang 

anggotaa Dewann yang bertugass menjalankann pemerintahan sehari – hari 

dan kepalaa daerahhmenjadi ketuaa sertaa merangkapp anggota. 

Berdasarkan maklumatt tersebutt di atas, anggotaa Dewann Perwakilan 

Rakyatt dii Sumatera Utaraa berjumlahh 100 orang yang mewakilii 100.000 

penduduk. DPRD bertugas atau berfungsi sebagai wakil atau jembatan bagi 

masyarakat di provinsi, kabupaten, maupun kota untuk menyampaikan 

keluh kesah dan aspirasi-aspirasi masyarakat tentang perkembangan 

daerahnya atau kondisi daerah nya. 

 

Salah satu fungsii DPRD ialah fungsii legislasii yaitu berkaitann dengan 

pembentukann peraturann daerah. Anggaran, kewenangann dalam hall 

anggaran daerahh (APBD). Pengawasan, kewenangann mengontroll 

pelaksanaann perda dan peraturann lainnyaa serta kebijakann pemerintahh 

daerah. Agar berjalannya fungsi tersebut dan terciptanya pengelolaan 

pemerintah yang lebih baik dan tertata serta kemajuan masyarakat daerah 

harus ada hubungan yang kuat antara pemerintahan di daerah dengan DPRD 

PROV/KAB/KOTA untuk melaksanakan tugass dan fungsinyaayang terkaitt 

dengann program-programm pemerintahan di daerah. Dalam hal untuk 

merealisasikan program-program pemerintah, harus memperhatikan dan 

mentelaah dengan seksama hubungann dengann masyarakat di daaerah 

terkaittdengann pembangunan-pembangunann yang adaa di daerah 

tersebut, dan jugaa dengann program daerahh dalamm 

melibatkannmasyarakat.   
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Untuk melakukan kegiatan tersebut DPRD perlu melaksanakan kegiatan 

reses atau biasa disebut sebagai masa reses, yaitu dimana para anggota 

parlemen, DPR dan DPRD melakukann kegiatann diluar masaa sidang, 

terutamaa diluar gedungg DPR/DPRD. Misalnyaa untukk melakukan 

kunjungan kerja, baikk yang dilakukann anggota DPR/DPRD secaraa 

perorangann maupun secara berkelompok. 

Tujuan dilakukannya reses ialah sebagai wadah bentuk tanggung jawab 

anggota DPRD yang berhubungan dengan para pemilihnya, reses ini pada 

umunya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 tahun, nah melalui reses 

inilah  para anggota DPRD atau wakil rakyat dapat mengetahui secara jelas 

dan rinci mengenai maslah atau permasalahan yang terjadi di daerah. 

Sebagai pertanggungjawaban para anggota DPRD sudah semestinya 

melakukan kegiatan atau melakukan kunjungan kerja antara anggota DPRD 

dengan pemerintah daerah atau dengan pihak terkait dalam rangka menjalin 

kedekataan atau silaturahmi guna menampung aspirasi guna mencari 

jawaban atas masalah-masalah yang tengah dihadapi. Kedekatan tersebut 

dimaksudkan juga sebagai penghubung DPRD dalam membuat suatu 

kebijakan-kebijakan yang berguna, dan bisa mengembangkan atau 

membangun potensi-potensi yang ada. 

Kunjungann kerjaa adalah lawatann dinas untukk menyaksikann secara 

langsungg (kegiatann pembangunan, keadaann masyarakat, situasii 

keamanan. Kunjungan kerja ini sudah pasti memerlukan biaya perjalanan 

atau tunjangan perjalanan bagi para anggota dewan dalam melaksanakan 

perjalanan kunjungan dinas, anggaran dana tersebut mungkin berbeda-beda 

bagi setiap anggota dewan tergantung daerah  kunjungan dinas nya, tetapi 

apakah anggaran dana untuk kunjungan kerja tersebut seimbang atau 

bagaimana DPRD menyusun dana anggaran kunjungan kerja tersebut ? 
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karena kita ketahui bersama bahwa sekali lawatan anggota dewan ke daerah 

yang dituju anggaran nya bisa dibilang dalam nominal yang cukup besar. 

Dana anggaran ialah perencanaan yang berhubungan dengan dana yang 

tersusun atau disusun secara rapi atau sistematis. Berbentukk angka, 

dinyatakan dalamunitt moneter, dan mencakupp seluruh kegiatann 

perusahaann dalam jangka waktuu tertentu. Sesuaii fungsinya tersebut, 

dapatt dipahamii bahwa contoh pengajuann angaaran danaa adalah 

perencanaann keuangan. Di dalam penganggaran dana kunjungan kerja dprd 

ialah Ketika dana anggaran yang sudah dianggarkan komisi dan sudah 

diputuskan kemudian akan dibahas dalam badan anggaran. Disinilah peran 

badann anggarann yang dibentuk DPR dan merupakanalat kelengkapan 

yangg bersifatt tetap. Badann anggarann inilah nanti yang bertugas sebagaii 

berikut ;   

 Membahass Bersamaa pemerintahh yang diwakilii oleh Menterii 

untuk menentukann pokok-pokokk kebijakann fiscal umum dann 

prioritass anggaran untukk dijadikann acuan bagii setiapp 

kementrian/Lembaga dalam Menyusunn usulan anggaran.  

 Menetapkann pendapatann negaraa bersamaa pemerintah dengann 

mengacu pada usulann komisii terkait. 

 Membahass rancangann undang-undang tentang APBN bersamaa 

presiden yang dapatt diwakilii oleh Menterii dengann 

mengacuupadaa keputusann rapat kerja komisii dann pemerintah 

mengenaii alokasii anggaran untukk fungsi, program, dan kegiatan 

kementrian/Lembaga. 

 Melakukan sinkronisasii terhadap hasill pembahasann di komisii 

mengenai rencanaakerja dan anggarann kementrian / kelembagaan.  

 Membahass laporannrealisasiidan prognosiss yang berkaitann 

dengan APBN. 
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 Membahass pokok-pokokk penjelasan atas rancangan undang undang 

tentang pertangung jawaban pelaksanaan APBN. 

 Badann anggarann hanyaa membahass alokasii angaarann yang sudah 

diputuskan olehh komisi. 

 

         METODE PENELITIAN 

Penulis melakukan penelitianini dilakukan selamaa satuu bulann dimulai 

dari tanggal 17 Januari – 17 Februari 2022. Penelitian ini berlokasi di DPRD 

SUMATERA UTARA, dalam penelitiann inii penuliss menggunakann metode 

kualitatif. Penelitiann ini dilakukan atau ditujukan menambah pengetahuan 

dan, mengetahui informasi yang rinci tentang subjek yang diteliti, dan 

mengetahui informasi mengenai peran DPRD PROVSU dalam menyusun dana 

kunjungan kerja. Penelitian ini berupa wawancara dan pengamatan yang 

mana nantinya akan dibentuk suatu susunan tulisan dan yang termasuk 

dalam ungkapan-ungkapan penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Peran DPRD dalam menyusun dana anggaran kunjungan kerja para 

anggota dewan anggota dewan.Dana anggaran kunjungan ialah dana yang 

dipergunakan para anggota dewan saat melakukan lawatannya atau 

kunjungan kerjanya ke daerah di Provinsi Sumatera Utara atau bahkan 

keluar daerah atau keluar negeri. Disini penulis akan memaparkan beberapa 

data tentang anggaran dana kunjungan kerja komisi C Komisi DPRD 

PROVSU.Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan saat melakukan 

penilitian ini menyatkan bahwa peran DPRD dalam menentukan atau 

menyusun anggaran dana kunjungan kerja ialah dengan mengikuti ;  

Peran ialah dimana seseorang melakukan suatu tindakan yang mana 

tindakan tersebut berguna bagi masyarakat yang lainnya. Maksudnya ialah 

http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/1938
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semua yang dilakukan atau diperbuat oleh sesorang yang memiliki dampak 

bagi orang lain. (Di dalam KBBI atau kamuss besar bahasaa indonesia) 

perann diartikan sebagaii bagian yang dimainkann dalam suatuu kegiatan 

dalam adegann film, sandiwaraa dengann berusahaa bermainn baik dan 

secaraa aktif dibebankan kepadanya. Selainn itu dii KBBI jugaa 

menyebutkann peranan merupakann tingkah seorang pemainn yang 

memilikii sifatt yang mampuu menghasilkan dan menggerakkann sesuatu hal 

yang baikk ke dalam sebuah peristiwa. 

Menurut M.Nafarin anggarann adalahh suatuu rencanaa kuantitatif 

(suatu jumlah) periodikk yangg disusunn berdasarkann program yangg 

telahh disahkan. Anggarann (budget) merupakann rencanaa tertuliss 

mengenaii kegiatann suatu organisasii yang dinyatakann secaraa kuantitatiff 

untukk jangkaa waktuu tertentu dann dinyatakan dalam satuan uang, tetapi 

dapatt jugaa dinyatakann dalam satuan barang/jasa. Menurut Catur dan 

Safrida aggaran adalah rencanaa kegiatann yang akan dijalankann olehh 

manajemenn dalam satuu periodee yang tertuang secara kuantitatif. 

Informasii yang dapatt diperolehh darii anggarann diantaranyaa jumlah 

produkk dan hargaa jualnyaa untukk tahunn depan.  

Menurutt Gunawan dan Marwan Anggarann atauu lengkapnyaa business 

budgett adalahh salah satu bentukk dari berbagaii rencanaa yang mungkinn 

disusun, meskipun tidak setiap rencana dapat disebut sebagai anggaran. 

Dalam penyusunan anggaran perluu dipertimbangkann faktor-faktor sebagai 

berikut: 

 Pengetahuann tentang tujuann dan kebijakann umum perusahaan. 

 Data masaa lalu 

 Kemungkinann perkembangann kondisi ekonomi. 

http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/1938
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 Pengetahuann tentangg taktik, strategii pesaing dann gerak-gerik 

pesaing. 

 Kemungkinann adanya perubahaann kebijakan pemerintah. 

 Penelitiann untuk pengembangan perusahaan.  

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 

188.44/110/KPTS/2021 TENTANG : SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

PROVINSI SUMATERA UTARA, menetapkan :     kesatu : 

standarr satuan biaya perjalanann dinass dalam negerii dann luarr negeri di 

lingkungann pemerintahan provinsii sumateraa utaraa sebagaimanaa 

tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran II, lampiran IV, dan 

lampiran VII sebagai bagian tidak terpisahkann darii keputusan gubernur ini. 

Kedua : standarr perjalan dinas ialah satuann biayaa berupaa hargaa 

satuan, tarif dan indekss yang ditetapkann untukk menghasilkann biayaa 

komponenn keluaran dalam pelaksanaann kegiatan perjalanan dinas 

dilingkungan pemerintah provinsi sumatera utara.      

Ketiga : standarr biayaa perjalanann dinass berfungsii sebagai, a. 

estimasi, b. batas tertinggi. 

Keempat : a. standarr biayaa yang berfungsii seabgai estimasii 

tercantum dalam lampirann I angka 2,3,4,5 dan lampiran II angka 2,3,4,5 

serta lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan gubernur 

ini. standarr biayaa yang berfungsii sebagaii batass tertinggii tercantum 

dalam lampiran I huruf 1,2, lampiran II angka 1 dan lampiran IV serta 

lampiran VII sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. 

Kelima : padaa saatt keputusann ini mulaii berlaku, keuputusan 

gubernurr sumatera utara nomor 188.44/128/kpts/2020 tentang satuan 

http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/1938
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biaya dan penandatanganan administrasi perjanan dinass dalam negerii di 

pemerintahh provinsi sumatera utara sebagaimanaa telah diubahh dengann 

keputusann gubernurr sumateraa utara nomor 188.44/128/kpts/2020 

tentang satuan biaya dan penandatangan administrasi perjlanan dinas dalam 

negeri dipemerintahan provinsii sumateraa utaraa dicabut dan dinyatakann 

tidakk berlaku. 

Keenam : keputusan gubernur ini mulaii berlakuu pada pelaksanan 

kegiatan apbd provinsi sumatera utara tahun anggaran 2021.                                                     

KESIMPULAN  

Dari hasil yang sudah penulis dapatkan sebagaiana telah di paparkan 

pada bagian sebelumnya, peran DPRD SUMATERA UTARA dalam 

penyusunan anggaran dana kunjungan sudah efektif, karena sudah 

mengikuti KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 

NOMOR188.44/110/KPTS/2021 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA 

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA. 

Penulis menyatakan bahwa penyusunan dana anggaran kunjungan 

kerja DPRD SUMATERA UTARA telah tepat  mengikuti aturan yang sudah di 

susun di dalam keputusan Gubernur dan tidak keluar dari porsi aturan 

tersebut. 

Saran  

 DPRD PROVSU seharusnya meyampaikan atau mempublikasikan setiap 

dana anggran yang sudah direncanakan dan dikeluarkan kepada 

masyarakat baik secara langsung ataupun melalui website resmi DPRD 

PROV SU. 
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 Dana anggaran harus disusun dan dirancang sesuai kebutuhan kerja saja 

bagi dana-dana yang tidak perlu sebaiknya tidak di masukkan dalam 

anggaran 

 Anggaran khususnya kunjungan kerja harus dijalankan sesuai fungsi dan 

tujuannya, dan harus dipublikasikan kemana saja anggaran tersebut 

dipergunkan. 

 Untuk kegiatan magang di DPRD PROVSU mungkin bisa ditingkankan lagi 

keefektivitasannya dengan cara lebih banyak memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa magang untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat 

berguna dan menambah ilmu mahasiswa tersebut. 
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